
 

 

 

 
 

WALIKOTA PASURUAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

 

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 

NOMOR 25 TAHUN 2021 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 

NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 

KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 

DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PASURUAN, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan 

pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan 

dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, 
perlu adanya pedoman pelaksanaan; 

 b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden 

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah, maka Peraturan Walikota 

Pasuruan Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 

Sarana dan Prasarana Kelurahan dan 

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan perlu 

dilakukan perubahan; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

mengubah Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 

13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan; 

 

 

Mengingat … 



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah 

dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 

dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) 

tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-
kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya  

Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3241); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 

tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4588); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 

tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4588); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

 

 

 

 

 

 

 

7. Peraturan … 



7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 63); 

8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ 

Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 761); 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/ 

2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi 

Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

1832); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 

Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan 

Sarana dan Prasarana Kelurahan dan 

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
139); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 

Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Pasuruan 

Tahun 2003, Seri E, Nomor 02); 

13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 

Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Pasuruan Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 

Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 14); 

14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Berita 

Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 8); 

 

 

15. Peraturan … 



15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 13 Tahun 

2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 

dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 
(Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 

13); 

 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA 

PASURUAN NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN 
SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN. 

 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota 

Pasuruan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat 
di Kelurahan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 

2019 Nomor 13) diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 27 

 
(1) Penatausahaan keuangan dalam belanja kegiatan 

yang dilaksanakan sendiri oleh Kelurahan 

dilaksanakan dengan mekanisme TU. 

(2) Penatausahaan pengadaan barang/jasa yang 
dilaksanakan dengan kontrak kepada penyedia 

dan pelaksana swakelola dilaksanakan dengan 

mekanisme LS. 

(3) Kelengkapan SPP TU terdiri dari: 

a. surat permohonan persetujuan TU yang 

dilengkapi dengan daftar rincian rencana 

penggunaan TU dan waktu penggunaannya 

kepada PPKD; 

b. persetujuan TU oleh PPKD; 

c. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU; dan 

d. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU. 

 

 

(4) Kelengkapan … 



(4) Kelengkapan SPM TU terdiri dari: 

a. Surat Perintah Membayar TU; 

b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak 

PA/KPA; dan 

c. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-

Unit SKPD. 

(5) TU merupakan pengeluaran yang harus 

dipertanggungjawabkan oleh Bendahara 

Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan melalui 

TU-Nihil. 

(6) Permintaan TU dapat dimintakan kembali apabila 

TU sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan. 

 

 

Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan. 

 

 
Ditetapkan di Pasuruan 

pada tanggal 21 Juni 2021 

 

WALIKOTA PASURUAN, 

 
Ttd. 

 

SAIFULLAH YUSUF 

 
Diundangkan di Pasuruan 

pada tanggal 21 Juni 2021 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, 

 
Ttd. 

 

 

RUDIYANTO 
 

 

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 25 


